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ANSTRAK

Dalam negara hukum mengakul dan melindungi hak asasi manusia setiap
individu, schingpa semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di
hadapan hukum. Persamaan i hadapan hukum harus diartiken secara dinamis dan
tidak statis. Persamaan di hadapan hukum vanp diertikan secara dinamis ini
dipercayai akan memberkan jaminen adanya skses untuk memperoleh keadilan
bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakangnya, Perolehan pembelasn
deri advokat adalah hak asasi manusia vang sangal mendasar. Advokat sebagai
profesi mulia (oficium nobelinm) mempunvai kewajiban memberikan bantuan
hukum secara cuma-cuma. Namun permasalshen vang diangkat pada sikripsi ini
adzlah bagaimanakah cara terdakwa mendapatkan bantuan hukum aleh advokat di
Pengadilen Megen Klas 1A Padang, Bagaimanoa pelaksanasn pemhberian bantuan
hukum oleh zdvokat terhadap terdakwa vang tidak mampu di Pengadilan Negeri
Klas LA Padang, Kendzla yang ditemukan dalam pelaksanaan pemberian bantuan
hukum terhadap terdakwa aleh advokat di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang.
Delam penelitian ini penulis memakai metode penelitian yang bersifat yuridis
snsiologis yaitu melalui penelitian hukum dengan mengkaji norma hukum dan
peraturan  perundang-undangan  vang  terkait dengan  permasalahan, serta
menghubungkannya denpan fakta yang ada di lapangan, Sumber data vang
dipakai adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, sedangkan jenis
deta yang diperpunakan zdalah primer dan sekender. Pengumpulan data memakai
teknik wawancara dan studi dokumen, Dari hasil perelitian diketahui bahwa cara
terdakwa yang tidak mampu mendapatkan bantuan hokum oleh advokar di
Pengadilan Negeri Keles 1A Padang dapat dilakukan melalui 2 {dea) cara : {i)
Melalui Pengadilan, dan; {ii) Melalui Lembaga Bantuan Hukum. Pelaksanaan
pemberian bantuan hukum telah terlaksana sesual denpan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Hal it tampak dari peran advokat yang memberikan
bantuar hukum dalam hal mendampingi, menasehati, dan melekukan pembelaan,
Dalam  pelaksanaan pemberdan bantuan hukum  ditemuksn  kendala-kendala
diantwranya; masih kurangnya pemabaman dad aparat penegak hukum baik
tingkal kepolisian, kejaksaan maupun dari pihak pengadilan tentang hak seorang
tersangka unluk mendapatkan bantuan hukum, masth kurangnyva pengetahuan
hukum masyarakat kurang mampu, proses pemberian bantuan hukum berbelit-
belit, kurangnya kesadaran advokal memberikan bantusn hukum  kepada
masyuarakal kurang mampu, Agar pembelaan kaum  miskin lebih  efektif,
Pemerintah harus lebih aktif dan menyvediakan lasilitas dan snggaran untuk
bantwan hukum, adanya optimalisasi pemberlakuan sanksi oleh organisasi profesi
dan penyuluhan hukum kepada vang huta hukum.



BARI
PENDAHULLUAN
A, Latar Belakang

Dalam nepara hukum, nepars mengakui dan melindungi hak aszsi manusia
setiap individu. Pengakusn hak setiap individu dijamin dalam ases persamaan di
hadapan hukum (Eguality Before The Law), Persamaan di hadapan hukum hars
diartiken secara dinamis dan tidak secara statis. Artinya, kalau ada persamaan di
hadapan hukum bagi semua orang maka harus diimbangi jugs dengan persamaan
perlakuvan {Egqual Treatment) bagi semua orang. Jike ada dus orang hersengketa
datang ke hadapan hakim, maka mercka harus diperlakukan sama oleh hakim
tersebut (Awdi Er Alteram Parten).”

Persamaan di hadapan hukum yang diartikzn secara dinamis ini diperceyai
akan memberikan jaminan adanva akses untuk memperolel keadilan (dccess To
Justice) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakangnya, Menurut
Aristoteles, keadilan harus dibagikan oleh negara kepada semua orang, dan
hukum yang mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua
arang tanpa Kecuali.”

Perolehan pembelaan dari seorang advokat atan pembela umum {Access
To Legal Cownsel) adalah hak asasi manosia yang sangat mendasar dan
merupakan salah satu syarat untuk memperoleh keadilan bagi semua orang

(Justice For All}. Kalau seorang vang mampu mempunyei masalah hukum, dapat

' Frans H. Winara, Suara Kakyar Hukwm Tertinggd, Penerbit Buku Konpas, Jakar,
2009 hal. 16
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menunjuk secrang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya, Sebaliknya
seorang yang lergolong tidak mampu juga hames memperaleh jaminen untuk
meminta pembelaan dan advokat di lembaga bantwan hokum {Legal Aid Tnstitute)
uriluk membela kepentingannys dalam suatu perkara hukum. Tidaklah adil jika
orang miskin tidak mendapalkan pembelaan hukum karena i tidak mampu
membayar jasa advokat.

Hal i1 bisa dilihat dalam beberapa kasus seperti kasus pembunuban di
Mentawai terhadap Santi alias Tanti (25} tenaga honorer di Kantor Camat Siberus
Utzra Kabupaten Kepulauan Mentawai aleh Yos kakak ipemye sendiri, Diduga
kugt schelumnya, menjadi korban pelecehan seksual oleh pelaku. Dalam kasus ini
pelaku melanggar pasal 338 dan pasal 340 KUHP dengan ancaman 24 tahuen atau
seumur  hidup  dan hukeman mati. Dalam  persidangan  terdakws  tidak
mendapatkan bantuan hukum dari secrang advokat dan juga hanya diperiksa oleh
hakim tunggal di muka persidangan.’®

Easus Lingah-Pancah fahun 80-an yang diteduh membunuh Pamor Bin
Gentali (700 orang tug angkat Lingalh dan tanggal 15 April 1987 Lingah, Pacah,
dan Sumir ditehan. Pada saat pemeriksaan di Penpadilan Negeri Ketapang vang
dipimpin oleh Krismon Sormin, Sehat Mangapus, dan Heribertus Mudjito
menclak sasngkasn terdakwa schagai pembunuh Pamor, Melalui Putusannya
No 36/ Tid/BA8 T PN KTP Majelis malah menghukum terdskws hukuman 12
tahun penjara dan 11 tahun penjara, Hukuman ity lebih berat dar wntutan Jaksa,

Lima tahun setelsh Lingah dkk mendekam di penjara muncul pengakusn veng
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BAB IV

FENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian Bab Il di aws dan berdasarksn masalah yang telah

dirumuskan, maka dapat dikemuokan kesimpulan sebagai berikut

Cara terdakwa yang tidak mampu mendapat bantuan hukum secars cuma-
cuma oleh advokat di Pengadilan hisa dilaksanakan melalui 2 (dua) cara
{1) Pelaksanaan bantuan hukum melalui pengadilan, dan: (i) Pelaksanaan
bantuan hukum mefalui Lembags Bantwan Hukum (LBH). Pelakszanaan
pemberian bantuan hukum melalui pengadilan dilakukan pada sidang
pertama dimana majelis hakim menanyakan kepada terdekwa tidak
mampu. apakeh didempingi seorang penasehat hukum atau tidak. Apabila
tidak didempingi oleh penasehat hukum, majelis hakim atas jabatan yang
diecmbannya mEnun};Jk penasehat hukum, Penunjukan vang dimaksud
dilakukan berdssarkan surat penctapan ketua majelis hakim dan advokat
vang ditunjuk adalah yang berkantor pada vuridiksi hukum kota padang.
Sedangkan melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH}, pencari keadilan
mengijukan surat permohonan kepada LBH dan disertai dengan surat
tidak mampu dari DesailLurah, pibak LBH mengadaksn rapal internal
untuk memutuskan seorang advokat yang berlangpung jawah atzs kasus
tersebut,

Pelaksanaan pemberian bantvan hukum secara cuma-cuma oleh advokat

terhadap terdakwa vang tidak mampu di Pengadilan Meger Klas 1A



Padang telah terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undungen
yang herlaku yvakni asal 56 ayat (1) dan {2) Undang-Undang No. 8 Tahun
1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan PP Mo.83 Tahun 2008 Tantang
Persyaratan dan Tata Cara Pemerian Bantuan Hukum Secara Coma-Cuma.
serts Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekussasn Kehakiman
dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat,

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum secar cuma-cuma terhadap
terdakwa yang tidak mempuo olch advokoy ditemukan kendala-kendala
dimtaranya ; Masih kurangnya pemahaman dari aparat penepgak hukum
baik tingkat kepolisian, kejaksaan mavpun dari pihek pengadilan tentang
hak scorang tersangka untuk mendapatkan bantuan  hukum, Masib
kurangnya  pengetshuen hukum  masyarakst kurang mampu, Proses
pemberian bantuan hukum vang berbelit-belit, Kurangnyva kesadaran
advokat tentanpg kewajiben memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma

kepada masyarakat kurang mampu.

H. Saran

1.

Agar pembelaan kaum miskin lebih efeksif, sudah sastnya Indonesis
menerapkan pole bantuan hukum responsif, Pemerinwh ditempathkan pads
posisi yang lebih akiif, konsckuensinve penvediaan fasilitas dan anggaran
menjadi langguny jawab pemerintah.

Adanya optimalisasi pemberiakvan sanksi vang tegas terhadap advokat
vang tidak melaksanzkan kewazjiban memberikan banman hukem aleh

organisasi profesi. Selsin itu, organisasi profesi juge perlu melakukan
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